SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 2/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/1/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan
pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu dilakukan
penataan ulang ketentuan mengenai standar
operasional prosedur pelayanan informasi dan
dokumentasi;

b. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah
ditetapkan, maka perlu penyesuaian dalam
standar operasional prosedur pelayanan informasi
dan dokumentasi;

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo

tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi
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Mengingat

Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor
2/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/I/2020 tentang
Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kulon Progo;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan
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Memperhatikan

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan = Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
741);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kulon Progo Nomor 48.1/PK.01-

BA/3401/4/2025 tentang Penetapan Perubahan

Standar Operasional Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kulon Progo;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO NOMOR 2/HK.03-Kpt/3401/KPU-
Kab/1/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO.

Menetapkan Perubahan Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO
' o DB

Hukum dan SDM,
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO
J1. KH. Wahid Hasim, Sanggrahan Kidul, Bendungan,
Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon (0274) 774433
Fax (0274) 774433
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR SOP : | 3 TAHUN 2025

TANGGAL PEMBUATAN ;| 18 Juli 2025

TANGGAL REVISI Dl -

TANGGAL EFEKTIF ;| 18 Juli 2025
DISAHKAN OLEH : KETUA,
ttd
BUDI PRIYANA
NAMA SOP : | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

1. Memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan optimal; dan
2. Mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi
mekanisme pemberian layanan informasi dan dokumentasi.
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Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2019 Nomor  320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
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Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 377);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia  Tahun 2023 Nomor  870)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 870);
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KETERANGAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Standar Operasional Prosedur Tata Cara
Penyusunan dan Pengisian Daftar Informasi
Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kulon Progo

2. Standar Operasional Prosedur Penanganan
Keberatan Informasi

3. Standar Operasional Prosedur Penanganan
Sengketa Informasi Publik

4. Standar Operasional Prosedur
Penyampaian Informasi Publik

Akurasi
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—_ =
— O

—
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14.
15.
16.

Daftar Informasi Publik

Formulir Permintaan Informasi

Formulir Pemberitahuan Tertulis

Formulir Surat Keterangan Tidak Lengkap
Formulir Keberatan

Buku Register Permintaan Informasi Publik
Meja pelayanan informasi dan dokumentasi
Jadwal Pelayanan

Struktur PPID

. Handphone yang terdapat aplikasi whatsapp
. Komputer;

. Printer;

. Scanner;

Alat tulis;
Nomor urut antrian;
Tempat duduk prioritas.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan
mengakibatkan pemohon informasi dan dokumen
tidak terlayani dengan baik.

Disimpan sebagai arsip/dokumen berupa sofcopy/hardcopy.
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

No.

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Helpdesk PPID

Tim
Penghubung

PPID

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

Menerima permohonan informasi
dari pemohon informasi. Desk
pelayanan dapat langsung
memberikan informasi jika
informasi yang diminta adalah
informasi yang tersedia setiap saat,
tidak termasuk dikecualikan atau
berpotensi dikecualikan. Desk
menghubungi tim penghubung
berdasarkan Daftar Informasi
Publik.

Formulir
permohonan
informasi

minimal 5 menit, maksimal
3 hari bagi informasi
pemilu dan pemilihan serta
10 hari bagi informasi
lainnya

Formulir
permohonan
informasi

Menghimpun dan menyiapkan data
sesuai DIP atau informasi
kepemiluan tersedia, tidak
termasuk informasi yang
dikecualikan dan menyerahkan
kepada desk pelayanan.

Formulir
permohonan
informasi

minimal 5 menit, maksimal
3 hari bagi informasi
pemilu dan pemilihan serta
10 hari bagi informasi
lainnya,

Data terkait yang
diminta pemohon
informasi

Menerima laporan tim penghubung
dan menandatangani perpanjangan
hari pemenuhan informasi sesuai
ketentuan jenis informasi. Jika
menyetujui baik perpanjangan
waktu maupun pemenuhan
informasi, maka PPID
menandatangani formulir
pemberitahuan dan
menyerahkan desk
pelayanan.

tertulis
kepada

Formulir permohonan
informasi dan
pemberitahuan tertulis

1 hari

Formulir pemberitahuan
tertulis

Menyampaikan pemberitahuan baik
pemenuhan informasi atau
perpanjangan waktu pemenuhan
informasi kepada pemohon.

Formulir
pemberitahuan
tertulis dan data
informasi terkait

minimal 5 menit, maksimal
3 hari bagi informasi
pemilu dan pemilihan serta
10 hari bagi informasi
lainnya,

Formulir pemberitahuan
tertulis dan data
informasi terkait
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Keterangan Simbol dalam flowchart :

1) Simbol Kapsul/ Terminator ( C_O ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

2) Simbol Kotak/Process ( [ | ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3) Simbol Belah Ketupat/ Decision ( <> ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4) Simbol Anak Panah/Panah/Arrow ( ¢ ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

5) Simbol Segilima/ Off-Page Connector ( D ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.
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PENGESAHAN

Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah
ditetapkan.

Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
ini.

Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.

Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal
seluruhnya.

Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan Produk Hukum, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan
tidak berlaku.

Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Juli 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KA N KULON PROGO BUDI PRIYANA
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